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ABSTRAK

Mehammad Fauzi. S (2022): Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Penal
menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Mediasi penal dalam perkara tindak pidana dilakukan di luar pengadilan
yang melibatkan semua pihak dalam perkara pidana tersebut, langkah mediasi
yang dilakukan tentunya harus berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang
berlaku. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tentunya
perlu dilihat secara hukum terhadap ketentuan Kapolri tersebut, tindak pidana
yang seperti apa yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap mediasi penal menurut
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan bagaimana akibat hukum terhadap mediasi
penal dalam hukum pidana.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum
normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan
yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini
bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang
tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative justice, serta akibat
hukum mediasi penal dalam hukum pidana.

Tinjauan yuridis terhadap mediasi penal sebagai bentuk restorative justice
berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dilihat dari tahapan
penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka, maka pada
tahapan pemeriksaan tersebut ternyata perkara yang diperiksa merupakan
perbuatan pidana yang tidak terlalu besar, dapat diselesaikan secara mediasi
melalui pendekatan restorative justice dengan melibatkan kedua belah pihak,
walaupun dalam KUHAP tidak ada pengaturan mengenai mediasi penal, tetapi
menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dapat dilakukan dengan
memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan.

Akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana, yakni dengan
kesepakatan yang sudah diambil oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak
harus mematuhi semua isi kesepakatan tersebut, seperti undang-undang dan
mengikat kedua belah pihak. Di samping itu mediasi penal dengan pendekatan
restorative, maka perkara tersebut tidak dapat dituntut, karena merupakan putusan
yang final dan mengikat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa hukum terjadi karena adanya hubungan antara manusia yang
satu dengan manusia yang lain. Apabila suatu peristiwa hukum terjadi
tentunya perlu penyelesaian secara hukum. Dalam penyelesaian peristiwa
hukum tersebut tentunya harus melalui proses dan prosedur hukum yang
berlaku, baik dalam bidang perdata maupun pidana dan bidang hukum
lainnya.

Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau diselesaikan
dan tidak dibiarkan berlangsung begitu saja, karena dapat mengganggu
keseimbangan dalam masyarakat. Manusia selalu berusaha untuk menciptakan
suasana tertib, aman dan damai. Oleh karena itu keseimbangan yang
terganggu tersebut harus segera dipulihkan dan diselesaikan sesuai dengan
prosedur hukum.*

Sehubungan dengan konflik dan gangguan yang terjadi dalam
kehidupan manussia tersebut maka penyelesaian yang dilakukan harus sesuai
dengan proses hukum. Namun dalam kenyataan di lapangan hal itu tidak
mudah untuk dilakukan dan dilaksanakan. Banyak kasus atau peristiwa hukum
diselesaikan tidak sesuai dengan proses hukum. Hal ini memang perlu

mendapat perhatian yang serius dari segenap penegak hukum agar benar-benar

'Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
1999), h.3



dapat menerapkan dan menegakkan hukum sesuai dengan proses yang

sebenarnya.

Apalagi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hukum
pidana, yang merupakan ketentuan hukum publik, yang di dalamnya ada hak-
hak Negara melalui aparat penegak hukum. Hukum pidana merupakan
sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:?

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.

Dari rumusan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa hukum
pidana mengadakan aturan bagi siapa yang melanggar larangan yang telah
dicantumkan dalam hukum pidana, serta cara untuk menjatuhkan sanksi bagi
yang melanggar larangan tersebut.

Aturan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada yang bersifat kejahatan dan ada

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.4



pula yang bersifat pelanggaran (kealpaan). Oleh karena itu sanksi terhadap
barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut juga sudah dicantumkan
dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi tidak
sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam aturan tersebut.

Penyelesaian perbuatan pidana atau tindak pidana tidak semuanya
harus sampai ke pengadilan, namun bisan saja dilakukan mediasi antara kedua
belah pihak yang dimediasi oleh pihak yang berwajib, atau dilakukan dalam
proses penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

Mediasi merupakan penyelesaian suatu perkara di luar sidang
pengadilan dengan mengikutsertakan pihak ketiga untuk mendamaikan kedua
beleh pihak yang sedang berselisih.® Hal ini dilakukan untuk mencapai
keadilan bagi semua pihak.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan
bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan
melibatkan pelaku,  korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ketentuan pasal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa,

penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mediasi yang melibatkan

*Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besor
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.640



pihak-pihak yang termasuk dalam perbuatan pidana atau tindak pidana

tersebut. Oleh karena itu penyidikan yang dilakukan dapat dihentikan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan
bahwa, Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
dilaksanakan pada kegiatan:

a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal,

b. Penyelidikan; atau

c. Penyidikan.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021
menjelaskan bahwa:

(1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

a. umum; dan/atau
b. khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku
untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif pada
keagiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau
penyidikan.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya
berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.



Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa,
Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. materil; dan
b. formil.

Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa,

Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

b. Tidak berdampak konflik sosial;

c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
dan

f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara,
tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana
narkoba; dan
b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk
tindak pidana narkoba.
(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan

dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.



(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

a. pengembalian barang;

b. mengganti kerugian;

c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
dan/atau

d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan
surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh
pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepolisian ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak semua tindak
pidana harus sampai ke pengadilan, maka ada tindak pidana dapat dilakukan
mediasi penal dalam rangka untuk mencapai restoratif justice yang melibatkan
pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana yang
dijelaskan di atas. Oleh karena itu penyidikan yang dilakukan dapat
dihentikan, karena sudah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh
semua pihak yang terkait, dan merupakan keadilan yang dapat diterima oleh

semua pihak tersebut.



Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

(1) Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat
permohonan secara tertulis kepada:
a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar

Polri;

b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan

Kepolisian Sektor.

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh
pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang
terkait.

(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi
dengan dokumen:

a. Surat pernyataan perdamaian; dan
b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap
Tindak Pidana Narkoba.

Mediasi penal atau perdamaian yang dilakukan antara pihak-pihak
yang terkait dalam perkara pidana tersebut berhasil dilakukan, maka
penyidikan dapat dihentikan dan perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi ke
pengadilan. Mediasi penal dilakukan agar lebih mendapatkan pepastian

hukum, dan lebih merasakan keadilan karena kesepakatan bersama.



Penal merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang
melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang harus
diperhatikan muatannya adalah:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
2. Prosedur hukum pidana, dan
3. Mekanisme pelaksanaan hukuman (pidana).*

Jadi penal tersebut merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada
orang-orang yang melanggar larangan hukum pidana, yang di dalam ketentuan
tersebut ada memuat peraturan-peraturan, proses hukum pidana, serta
pelaksanaan hukuman (pidana). Mediasi penal dilakukan dalam dalam
lapangan hukum publik (hukum pidana), berdasarkan Keputusan Kapolri
Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan dalam lapangan hukum privat melalui
Alternative Dispute Regulation (ADR), dalam bentuk penyelesaian secara
hukum di pengadilan (litigation) atau penyelesaian di luar pengadilan (non
litigation).

Mediasi penal dalam perkara tindak pidana dilakukan di luar
pengadilan yang melibatkan semua pihak dalam perkara pidana tersebut,
langkah mediasi yang dilakukan tentunya harus berdasarkan ketentuan atau
undang-undang yang berlaku.

Hal inilah yang perlu penulis teliti lebih lanjut dengan mengambil
judul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI PENAL MENURUT
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN

RESTORATIF".

“Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2002), h.26



B. Batasan Masalah
Penelitian ini dilakukan melalui kajian normatif, yakni kajian terhadap
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni yang berhubungan dengan mediasi
penal atau perdamaian dalam perkara pidana, apakah mediasi penal diakui
atau dibenarkan dalam ketentuan hukum pidana. Hal inilah yang menjadi

kajian dalam penelitian atau tulisan ini.

C..Rumusan Masalah
Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap mediasi penal menurut Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana?

D.-Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap mediasi penal menurut
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum

pidana.
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Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Hukum Pidana, terutama
menyangkut masalah mediasi penal terhadap tindak pidana.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian yang
sama.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai

sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

E...Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan
tentang mediasi penal, memang sudah ada beberapa peneliti yang menulis
mengenai mediasi penal sebagaimana yang penulis bahas dalam penelitian ini,
antara lain adalah Sahuri Lasmadi, dosen pada Program Pascasarjana
Universitas Jambi, dan beberap penulis yang lainnya.

Tulisan yang disampaikan oleh Sahuri Lasmadi dan penulis lainnya,
berbeda dengan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini,
perbedaannya adalah dalam rumusan masalah, penulis mengkaji secara yuridis
tentang mediasi penal terhadap perkara kealpaan berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), dan akibat hukum mediasi penal terhadap perkara kealpaan
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan
tulisan atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu, adalah

mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam mediasi penal, dan



11

penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana. Hal ini jelas berbeda
dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian ini.

Tulisan yang disampaikan oleh Susana Andi Meyrina, yang berjudul
“Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012. Tulisan ini mengemukakan proses penyelesaian
perkara anak melalui pendekatan restorative justice, tentunya berbeda dengan
tulisan yang dikaji oleh penulis, yang berhubungan dengan tinjauan yuridis
mediasi penal sebagai bentuk restorative justice menurut Peraturan Kapolri
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pekara Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif.

Selanjutnya tulisan atau penelitian yang dilakukan oleh Anisa Pasha
Rahmawati yang berjudul “Prinsip Restorative Justice dalam Proses
Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan
(Studi di Polres Kabupaten Malang)”. Tulisan ini menyarankan agar
pemeriksaan terhadap perkara anak dilakukan melalui jalur mediasi atau
restorative justice. Hal ini juga berbeda dengan apa yang dikaji oleh penulis,
sebagaimana yang disebutkan di atas.

Tulisan yang disampaikan oleh peneliti terdahulu sebagaimana yang
digambarkan di atas adalah mengenai mediasi penal terhadap perkara kealpaan
dan terhadap perkara anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah mengkaji masalah tinjauan yuridis mediasi penal berdasarkan Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta akibat hukum dari penyelesaian

perkara pidana melalui jalur mediasi penal dalam hukum pidana.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah seluruh garis hukum mengenai tingkah laku
yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana, dan
bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu
dan dalam batas daerah hukum tertentu.’

Hukum pidana juga diartikan sebagai peraturan hukum mengenai
pidana.® Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan dikuatkan oleh
sanksi nyata berupa hukuman-hukuman. Selanjutnya hukum pidana juga
diartikan sebagai hukum yang mencerminkan hukum yang bersifat represif,
memiliki sanksi, tidak kenal kompromi, walaupun korban tindak pidana
tersebut telah memaafkan, hukum pidana tetap bertindak tegas karena hukum
harus ditegakkan dan pelakunya harus ditindak.” Pendapat tersebut sesuai
dengan ciri identik hukum pidana yang tidak mengenai adanya lembaga
perdamaian.

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari
keseluruhan yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan

aturan-aturan untuk:

°S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta:
Alumni AhaemPetehaem, 1986), h.20

SWirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2008),h. 1

"M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990),
h.4

12



13

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.®

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat diketahui
bahwa hukum pidana terdiri dari dua bentuk sistematis. Pertama aturan-aturan
beserta sanksi yang disebut dengan hukum pidana materil, dan tata cara
pelaksanaan hukum pidana itu secara subjektif yang disebut dengan hukum
pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana formil merupakan
rangkaian penegakan hukum yang terdiri dari proses penyelidikan,
penyidikan, Penuntutan, hingga pemidanaan. Rangkaian ini merupakan upaya
untuk mencapai tujuan hukum pidana. Secara sederhana, tujuan hukum pidana
terbagi dua. yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang banyak jangan sampai melakukan kejahatan.
baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang
tertentu yang sudah melaksanakan kejahatan, agar dia dikemudian hari

tidak melaksanakan kejahatan lagi.

®Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.1
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2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan
kejahatan, agar menjadi orang yang balk tabiatnva sehinua bermanfaat
bagi masyarakat.’

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum pidana diaplikasikan dalam
sebuah proses penegakan hukum yang disebut dengan hukum acara pidana
(hukum pidana formil). Dalam hal ini terlihat jelas bahwa antara hukum
pidana materil dengan hukum pidana formil. Sebab untuk mencari kebenaran
materil dalam hukum pidana haruslah terlebih dahulu melalui suatu proses
peradilan dengan prosedur yang benar. Artinya, bahwa hak Negara untuk
menghukum berdasarkan hukum pidana materil baru dapat terlaksana setelah

hukum pidana formil dilaksanakan.

B. Mediasi Penal

Sedangkan mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan
berbagai istilah, antara lain : "mediation in criminal cases" atau "mediation in
penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling, dalam
istilah Jerman disebut "Der Aubergefichtliche Tataus-gleich” (disingkat ATA )
dan dalam istilah Perancis disebut "de mediation pinale ". Karena mediasi
penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban,
maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "Victim-Offender
Medi-ation" (YOM), Triter-Opfer-Ausgleich (TOA), atau Offender-victim

Arrangement (OVA).*°

*Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., h.19
%Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan,
(Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2010), h.1
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Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau
"Alternative Dispute Reso-lution™; ada pula yang menyebutnya "Apropriate
Dispute Resolution”. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-
kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya
kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-
hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar
pengadilan.**

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada
dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana
diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak
hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga
permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah
desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana
di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga
sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai
(walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke

pengadilan sesuai hukum yang berlaku.?

.“Kedudukan Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana
Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian

sengketa atau kasus pidana di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Kapolri

Y1bid, h. 2
2hid, h. 3-4
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Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif, yakni mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan
mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban
dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan
suatu kebutuhan hukum masyarakat.*®

Pernyataan pada konsideran Peraturan Kapolri tersebut memberikan
sinyal bahwa kedudukan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana yang
sifatnya tidak terlalu berat adalah sangat kuat sekali, karena tidak harus semua
perkara pidana tersebut sampai ke pengadilan, tetapi terhadap perkara-perkara
pidana yang sifatnya ringan diselesaikan melalui jalur mediasi atau lebih
mengedepankan keadilan restoratif.

Mediasi penal juga untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan
kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu
merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang
mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai
solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa
keadilan masyarakat.™

Kedudukan mediasi atau penyelesaian perkara pidana di luar

pengadilan adalah sangat kuat, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam

K onsideran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
141
Ibid.
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konsideran Peraturan Kapolri Normor 8 Tahun 2021, bahwa perkara-perkara
yang sifatnya kecil atau tidak besar dapat diselesaikan di luar pengadilan
dengan mengemukakan pertimbangan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni
korban dan pelaku.

Penyelesaian tindak pidana atau perbuatan pidana dengan
menggunakan restorative keadilan lebih mengutamakan terjadinya
kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan kepentingan masa depan.
Artinya adalah bahwa penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan
restoratif keadilan tersebut, menghapuskan rasa ketidakpuasan terhadap proses
peradilan, yang memakan waktu dan tenaga, namun belum tentunya dapat

memuaskan kedua belah pihak yang beperkara.

. Restorative Justice

Restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana
dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan
masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada
pola hubungan baik dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan
bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
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Restorative justice diberlakukan terhadap perkara-perkara yang tidak
terlalu besar atau perkara-perkara kecil yang tidak semuanya harus sampai ke
pengadilan. Oleh karena itu Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mewajibkan bagi kasus-kasus pidana
yang tidak tergolong kepada kasus yang besar, maka diupayakan untuk
melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Melalui proses restorative justice ini kedua belah pihak sudah sepakat
dengan keputusan yang diambil secara bersama-sama, dan lebih
mengedepankan penyelesaian yang terbaik yang dapat diterima oleh kedua
belah pihak, dan keputusan tersebut adalah keputusan bersama, sehingga tidak
menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan.™

Restoratif justice diartikan sebagai suatu proses dimana semua pihak
yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk

memecahkan masalah dan cara mengatasi pihak korban dan pelaku hukum,

Anisa Pasha Rahmawati, (Skripsi), Prinsip Restorative Justice dalam Proses
Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polres
Kabupaten Malang).
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tetap mengedepankan prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi semua
pihak.*°

Pernyataan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa,
penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan cara melakukan perdamaian di
antara kedua belah pihak dengan penyidik sebagai mediatornya, untuk
mendapatkan kesepakatan bersama dalam rangka mencapai keadilan yang

diinginkan oleh kedua belah pihak.

E. Efektivitas Hukum
Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya.Faktor-faktor tersebut mempunyai
arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi
faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:*’
1. Faktor hukumnya sendiri
Faktor hukumnya sendiri dibatasi pada undang-undang.Mengenai
berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang
tujuannya adalah agar undang-undang tersebut menpunyai dampak
positif.Artinya, supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya,
sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :*®
a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya

boleh diteraepkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-

°Susana  Andi  Meyrina, (Skripsi), Restorative Justice dalam Peradilan Anak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

"Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2014), h.8

®lbid, h. 12
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undang tersebut, serta terjadi setalah undang-undang itu dinyatakan
berlaku.

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang
yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

d. Undang-undang yang berlaku belakangan (baru), membatalkan
undang-undang yang berlaku terdahulu.

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

f. Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan
spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui
pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang menbentuk maupun

menerapkan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai
dengan aspirasi masyarakat.Mereka harus dapat berkomunikasi dan
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu
membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh
mereka.Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan
yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah

hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik."

Ybid, h. 34
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas
tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil
penegakan hukum akan mencapai tujuannya.®

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat.Oleh karena itu, dipandang dari
sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
tersebut.”*

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor
masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari
kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-

nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang

2|bid, h, 37
Zbid, h. 45
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dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga
dihindari).?

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada

efektivitas penegakan hukum.”

F.—Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu peraturan atau tata tertib yang memiliki
sifat/unsur memaksa, mengikat dan mengatur hubungan antara warga dan
warga lainnya dalam bermasyarakat yang tujuannya yaitu menjamin keadilan
dalam pergaulan hidup bermasyarakat.Indonesia sebagai negara hukum
memberikan perlindungan hukum bagi tiap-tiap warga negaranya agar tidak
terjadi tindakan diskriminasi. Satjipto Raharjo memberikan arti tentang
perlindungan hukum vyaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan* segala upaya atau usaha untuk
mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui
peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada
setiap orang atau kepada setiap warga negara.Dalam menjalankan dan

memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah

“|bid, h. 60

Z1bid, h. 9

2Anggun Malinda, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana, (Yogyakarta:
Garudhawaca, 2016), h. 1
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dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan

hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat

dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah
mencegah terjadinya sengketa.Perlindungan hukum preventif sangat besar
artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif
pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan
yang didasarkan pada diskresi.Di Indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa.Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan
Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan
hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.Prinsip kedua yang
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mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

prinsip negara hukum.Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan
tujuan dari negara hukum.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa, hukum
merupakan sarana perlindungan bagi masyarakat, proses hukum harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dibenarkan untuk
menghakimi sendiri atau melakukan proses hukum yang tidak sesuai
dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari
fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun
pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum
sebagai berikut:

a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu
Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam
rangka kepentingannya tersebut.

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
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ketertiban danketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmat martabatnya sebagai manusia.

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama
manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap
kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan
pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga
masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang
menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan
bersama.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlindungan hukum
merupakan usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
masyarakat, terutama yang berhubungan dengan persamaan di muka
hukum tanpa membeda-bedakan siapa orangnya. Dengan kata lain siapa
yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses secara hukum dan

diputuskan oleh hakim di pengadilan.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

—Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada
penelitian hukum normatif® vyaitu usaha untuk mengolah data yang
berhubungan dengan tinjauan yuridis mediasi penal sebagai bentuk restorative
justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini
dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan
asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-
pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan
dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.®

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu
menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis
mediasi penal sebagai bentuk restorative justice, serta akibat hukum mediasi

penal dalam hukum pidana.

B.-Sumber Data

Kajian pustaka di bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan,
yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.?” Sehubungan dengan

penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

»Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007), h.74

26 H
Ibid.
'Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

26
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1. Bahan hukum primer,? yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, peraturan perundang-undangan lainnya,
serta pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder,” yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip
dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.

3. Bahan hukum tersier,®® yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian

ini.

C. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini  menggunakan metode Kkajian pustaka, penulis
memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap
perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur

lainnya.

D. Analisis Data
Setelah penulis memperoleh data dari kajian terhadap Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta

zzPeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142
Ibid.
*Ibid, h.143
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peraturan perundang-undangan lainnya dan pendapat para ahli. Selanjutnya
penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan
menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya
dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta
pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini
adalah berpedoman kepada cara deduktif ®* yaitu menyimpulkan dari hal-hal

yang umum kepada hal-hal yang khusus.

$150erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986), h.252
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

2.

Tinjauan yuridis terhadap mediasi penal sebagai bentuk restorative justice
berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dilihat dari tahapan
penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka,
maka pada tahapan pemeriksaan tersebut ternyata perkara yang diperiksa
merupakan perbuatan pidana yang tidak terlalu besar, dapat diselesaikan
secara mediasi melalui pendekatan restorative justice dengan melibatkan
kedua belah pihak, walaupun dalam KUHAP tidak ada pengaturan
mengenai mediasi penal, tetapi menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun
2021, mediasi penal dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat
yang ditentukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Akibat hukum terhadap mediasi penal dalam hukum pidana, yakni dengan
kesepakatan yang sudah diambil oleh kedua belah pihak, maka kedua
belah pihak harus mematuhi semua isi kesepakatan tersebut, seperti
undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Di samping itu mediasi
penal dengan pendekatan restorative, maka perkara atau kasus tersebut
tidak dapat dituntut atau diajukan lagi ke pengadilan atau dilakukan proses
hukum selanjutnya, karena sudah merupakan keputusan yang final dan

mengikat.

51
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B.Saran
Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai
berikut:

1. Kepada pihak kepolisian selaku penyidik perkara pidana harus benar-benar
dapat menilai suatu perkara yang dapat dilakukan mediasi melalui
pendekatan restorative justice sebagaimana yang diamanahkan oleh
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan harus benar-benar dapat
melalukan mediasi yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan kedua belah
pihak puas dengan mediasi yang dilakukan tersebut.

2. Kepada kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku harus benar-benar
dapat melaksanakan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama, dan
merupakan undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak.
Perkara yang sudah dimediasi tersebut sudah tidak dapat lagi dibuka atau
dituntut oleh pihak manapun, karena sudah keputusan final dan mengikat,

dan secara otomatis perkaranya sudah ditutup.
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